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Kata Pengantar

Birokrasiadalahinstrumenutamamodernisasi, bahkantingkatkecepatancapaianpembangunansuatubangsautamanya

ditentukanoleh kinerjabirokrasi, sehinggaupayamereformasibirokrasiuntuk mampumenjadiorganisasiyang efektif, 

efisien, transparan, akuntabel, dan adaptifadalahsuatukeniscayaan.

KemenkoPMK sebagaiinstansipublikmemilikikewajibanuntuk melakukanreformasibirokrasibagidirinyasendiri

sesuaidenganarahkebijakanutamareformasibirokrasinasional, dansalahsatuhalpaling pentingdalampelaksanaan

reformasibirokrasiadalahpelaksanaanprogram Quick Win. Quick Win merupakankegiatanyang dapatdikedepankan

keunggulannyadari aspekkecepatan, capaiantarget, dandampaknya, sehinggadiharapkanmampumendongkrakkinerja

organisasisecarakeseluruhan. 

Di tahun2019, berdasarkanberbagaipertimbangandanassesmentTim reformasiBirokrasi, Program KeluargaHarapan

(PKH) ditetapkansebagaiQuick Win KemenkoPMK oleh MenkoPMK. Untuk itu laporanini berupayamenggambarkan

perihalPKH sebagaiQuick Win KemenkoPMK mulaidari penetapannyahinggapadacapaianPKH, khususnyadalam

kontekskaitannyasebagaiprogram Quick Win KemenkoPMK.

Semogabermanfaat. Terimakasih.

SesmenkoPMK

Y.B. Satya Sananugraha
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1. Reformasi Birokrasi
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Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah 

satu upaya pemerintah untuk mencapai 

good governancedan melakukan 

pembaharuan serta perubahan mendasar 

terhadap sistem penyelenggaraan 

pemerintahan terutama menyangkut 

aspek-aspek kelembagaan (organisasi), 

ketatalaksanaan dan sumber daya 

manusia aparatur. Reformasi birokrasi

tidak hanyaterkait denganpenataan 

penyelenggaraanpemerintahan semata,

yang harusefektif dan efisien, tetapi juga 

harusmenjadi tulang punggung dalam 

perubahan kehidupan berbangsa dan 

bernegara.

SecarasingkatReformasibirokrasi

diartikansebagaiupayauntuk melakukan

pembaharuandan perubahanmendasar

terhadapsistempenyelenggaraan

pemerintahdalamrangkamewujudkan

tata kelolakepemerintahanyang baik

(good governance).

Tujuandari reformasibirokrasiadalah

terwujudnyatata kelolakepemerintahan

yang baikdenganaparaturberintegritas,  

produktif, dan memberikanpelayansecara

prima dalamrangkameningkatkan

kepercayaanpublik.

KementerianKoordinator Bidang

Pembangunan ManusiadanKebudayaan

(KemenkoPMK) sebagaiinstansi

Pemerintahjugamemilikikewajibanuntuk

melaksanakanreformasibirokrasisesuai

denganarahyang telahditetapkanoleh

KementerianPendayagunaanAparatur

Negara.

Yang menjadisasaranreformasibirokrasi

di KemenkoPMK adalahterwujudnya

pegawaiKemenkoPMK yang berintegritas, 

berkinerjatinggi, danmelayanisecara

prima. Sedangkannilaiðnilaiyang 

dijunjungoleh KemenkoPMK dalam

melaksanakanreformasibirokrasiadalah: 

Integritas, EtosKerja, danGotongRoyong

DYNAMIC 

GOVERNANC

E 

RULE BASED 

BUREAUCRACY

PERFORMANCE 

BASED 

BUREAUCRACY

Grand Desain RB

2010 - 2025



VISI: 

MenjadiKoordinator bidangPembangunan Manusiadan

KebudayaandalamrangkamewujudkanIndonesia yang 

berdaulat, mandiri, danberkepribadianberdasarkangotong

royong. 

MISI:

Å Meningkatnyakualitaskoordinasisinkronisasirumusan

danpenetapankebijakan, danpengendalianpelaksanaan

kebijakandi bidangPembangunan Manusiadan

Kebudayaan.

Å MeningkatnyakapasitaskelembagaanKemenkoPMK.

IndikatorbagitercapainyasasaranRB tercermin

dalamIndikatorKinerjaUtamaKemenkoPMK.

1. Tingkat CapaianK/L terhadaptarget IPM

2. IndeksKepuasanPemangkuKepentingan

atasKSP MantapPelayanan

3. IndeksKepuasanPemangkuKepentingan

atasKSP MantapPemberdayaan

4. IndeksKepuasanPemangkuKepentingan

atasKSP MantapKarakter

5. JumlahKebijakanBidangPembangunan 

ManusiadanKebudayaan

6. Nilai ReformasiBirokrasi

7. Opini BPK terhadaplaporankeuangan

8. NilaiAkuntabilitasKinerjaInstansiPerintah

PelaksanaanRB di KemenkoPMK melingkupi

aspekadministratif- prosedural(system set), pola

pikir (mind set), danbudayakerja(cultural set).

Ruang Lingkup RB

Visi Misi Kemenko PMKIndikator RB 



1. Area ManajemenPerubahan

2. Area PenataanPeraturanPerundang-undangan

3. Area PenataandanPenguatanOrganisasi

4. Area PenataanTatalaksana

5. Area PenataanSistemManajemenSDM

6. Area PenguatanPengawasan

7. Area AkuntabilitasKinerja

8. Area KualitasPelayananPublik

9. PelaksanaanQuick Wins

Meliputi8 Area Perubahan

dan1 Quick Wins



KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

2. Penetapan Quick Win



× Pengungkit

× Mudahdancepat

× Motivasi

× Memperbaiki

× Meyakinkandannyata

× Independen

PRINSIP QUICKWIN

Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah 

dan cepat dicapaidalamwaktusatutahunyang 

mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi 

birokrasi terutama berkaitan dengan pemberantasan 

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta peningkatan 

kualitas pelayanan publik.

KenapadiperlukanQuick Win, alasannyaadalahuntuk

memperolehmomentum awalyang positif& kepercayaan

diri dari instansimaupunmasingðmasingindividu

pegawai, sertauntuk membangunimage positif bagi

pelaksanaanRB dengansegeramenunjukanhasilnya

QUICK WINS !

Quick Wins Kemenko PMK:

Tahun 2017: GerakanNasionalRevolusiMental

Tahun 2018: Transformasi Program Bantuan Sosial 

Pangan dari Rastra ke BPNT; danProgram Padat Karya 

Tunai Desa (PKTD)

Tahun 2019: Program Keluarga Harapan

QUICK WINS KEMENKO PMK



Langkah Penetapan Quick Win

NO LANGKAH PENJELASAN

1 Identifikasipemangku

kepentinganutama

Å Yang memilikikepentingan

Å Yang mempengaruhipenilaian

Å Yang terkenadampak

2 Identifikasikeluaranutama Å Output KSP

Å Output yang digunakanPemangkuKepentingan

3 Identifikasiharapanpemangku

kepentingan

Å Kualitas, Kecepatan, Ketepatan, Kepastian, Prilaku

4 PenilaianKinerjasaatini Å Sebagaibaseline

Å Mengetahuiseberapabesarperubahanyang diinginkan

5 Peningkatankinerja Å Bidangkerjayang memberikandampakbesarbagi

pemangkukepentingan

Å Analisistingkatkesulitandanpencapaiandalamwaktu12 

bulan

6 PenyiapanSumberDaya Å Biaya(RKAKL/DIPA), SDM, Keahlian

7 PenetapanQuickwin Å Permenko, Launching



Identifikasi Kegiatan Quick Win

NO KEGIATAN PENJELASAN

QW1 IntegrasiSistemPeringatanDini · KSP  integrasiSistemPeringatanDini melaluirevisiPP PenangananBencana

· Sasaran2019: PenetapanRevisiPP

QW2 TransformasiBantuanPangan

Non TunaiBPNT

· KSP mendorongpencapaianrealisasitranformasiBPNT

· Sasaran2019: 15,6 juta KeluargaPenerimaManfaat(KPM)

QW3 Program Keluarga Harapan 

(PKH)

· KSP mendorongrealisasipemberianbantuanPKH

· Sasaran2019: 10 juta KPM

QW4 PencegahanStunting · KSP pembentukanPokja Aksi PencegahanStunting (ACS) di 160 Kab/Kota

· Sasaran2019: TerbentuknyaPokjaACS di 160 Kab/Kota

QW5 PelayananHaji · KSP mendorongpeningkatankualitaspelayananibadahHaji 

· Sasaran2019: IndeksKepuasanPelayananHaji 87,5%

QW6 Penyusunan Rencana Induk 

Pemajuan Kebudayaan (RIPK)

· KSP mendorongpenyusunanRIPK 

· Sasaran2019: TersusunnyaRIPK

QW7 Pembentukan Kab/Kota Layak 

Anak(KLA)

· KSP mendorongpembentukanKabupaten/Kota yang layakanak

· Sasaran2019: PembentukanKLA di 160 Kab/Kota

QW8 Percepatan Pencapaian target 

Kawasan Perdesaan Prioritas 

Nasional (KPPN)

· KSP mendorongpembentukanKPPN melaluiadvokasi/fasilitasipenyusunan

Master Plan KPPN di 60 Kab

· Sasaran2019: 60 SK BupatitentangPenetapanKPPN 

QW9 Reorganisasi Kemenko PMK · PenyiapanOrganisasidanTata Kerjabaruyang menyesuaikandengansusunan

tugasdanfungsiKemenkodalamPemerintahantahun2019 ð2024

· Sasaran2019:  PermenkotentangOrganisasidanTata KerjaKemenko



QUISIONER Penilaian Usulan Kegiatan Quick Win

NO VARIABEL PENJELASAN

1. Pengungkit Kegiatanyang dipilihbermanfaatuntuk mendapatkanmomentum awalyang positif dan

kepercayaandiri untuk sepanjutnyamelakukansesuatuyang berat.

2. MudahdanCepat Kegiatanyang dipilihmudahdilaksanakandanhasilnyacepatdirasakan.

3. Dampak Kegiatanyang dipilihmampumembeeikandampakpositif yang besarbagipara

pemangkukepentinganuntuk meningkatkankepercayaandanmotivasi.

4. Memotivasi Kegiatanyang dipilihmudahdikerjakandancepatdicapai, sehinggadiharapkandapat

memotivasiindividu/kelompokdi dalamK/L danPemdauntuk melanjutkanke

pekerjaanyang lebihberat.

5. Memperbaiki Kegiatanyang dipilihmampumemperbaikisistemdanmekanismekerjasecara

organisasionaldi masing- masingKL.

6. MeyakinkandanNyata Kegiatanyang dipilihmampumeyakinkanpemangkukepentingandengancarakegiatan

yang dipilihcepatmenberikanmanfaatnyata.

7. Independen Kegiatanyang dipilihdibawahkontrol penuhK/L dankeberhasilannyatidak tergantung

pihaklain.

Berdasarkan PermenPANRB No 13/2011 tentangPedomanPelaksanaanQuick Wins, tujuh prinsip dalam perumusan 

Quick Wins Kementerian/Lembaga yaitu sebagai berikut:



Penetapan Kegiatan Quick Win

KRITERIA PENILAIAN

PENGUNGKIT:  Apakahkegiatanini bermanfaatuntukmendapatkanmomentum awalpositif

dankepercayaandiri untukmelaksanakankegiatanyang lebihberat? (Skala: Tidakbermanfaat

(1)  ---- (5)  Sangatbermanfaat

MUDAH DAN CEPAT: Apakahkegiatanini mudahdilaksanakandanhasilnyacepatdirasakan

(Skala: Lambandansulit (1) ---- (5) SangatmudahdanCepat)

DAMPAK: Apakahkegiatanini mampumemberikandampakpositif bagipemangku

kepentinganuntukmeningkatkankepercayaan? (Skala: Tidakmampumeberikankepercayaan

(1)  --- (5) Sangatmemberikankepercayaan)

MEMOTIVASI: Apakahhasilpelaksanaankegiatanini dapatmemotivasipegawaiuntuk

melaksanakantugasyang lebihberat? (Skala: Tidakmemotivasi(1) --- (5) Sangatmemotivasi)

MEMPERBAIKI: Apakahkegiatanini mampumemperbaikisistemmekanismekerja

organisasionaldi K/L?

(Skala: Tidakmemperbaiki(1) --- (5) Sangatmemperbaiki)

MEYAKINKAN DAN NYATA: Apakahkegiatanini mampumeyakinkanpemangku

kepentinganbahwakegiatandapatmemberikanmanfaatnyata(Skala: Tidakmeyakinkan(1) --

(5) Meyakinkan& memberikanmanfaatnyata)

INDEPENDEN: Apakahkeberhasilankegiatanini dibawahkontrol KemenkoPMK atauK/L 

lainnya?

(Skala: Diluar control (1) --- (5) Sangatdi dalamkontrol KemenkoPMK) 

Kriteria penilaianmenggunakanskala1 --- 5: dimana

1 mewakilipenilaianpaling tidakbaikdan5 mewakili

penialaianpaling baiksesuaidenganpertanyaan

masingðmasingvariabel.

NO KEGIATAN QUICKWINS TOTAL NILAI PERINGKAT

1 QW1 SistemIntegrasi 410 VI

2 QW2 BPNT 485 I

3 QW3 PKH 474 II

4 QW4 Stunting 429 V

5 QW5 Haji 446 III

6 QW6 RIPK 395 VIII

7 QW7 KLA 403 VII

8 QW8 KPPN 379 IX

9 QW9 Reorganisasi Struktur 439 IV

MasingmasingusulankegiatanQuick Win/hasil

identifikasidiatasdimasukankeasalamformulir

langkahpenetapanQuick Win untuk diketahui

kelayakanatautidaknya. KemudianTim 

membandingkanseluruhformulir dari masingð

masingusulankegiatanQuick Win, dengan

menggunakanpandanganseluruhanggotaTim 

ReformasiBirokrasiKemenkoPMK, beserta

pejabatlainnyayang terkait kegiatandimaksud, 

melaluipengisiankuisioneryang memberikan

penilaianterhadapmasingðmasingusulan

kegiatanQuick Win tersebut.



SK Menko PMK Penetapan Quick Win

BerdasarkanperhitunganhasilkuisionerQW, berikut ini adalahperingkatterataskegiatanQW yang diusulkan, yaitu:

1. BPNT

2. PKH

3. LayananHaji

Hasiltersebutdisampaikankepimpinandanke unit kerjaterkait. Dan selanjutnyaatasrekomendasiunit kerjaterkait, disebabkanfaktorð

faktor teknislapangan, makadirekomendasikanagar PKH yang dijadikanQW MenkoPMK, untukkemudiandiusulkankepadaMenkoPMK 

agar dapatditetapkandenganSuratKeputusanMenkoPMK. 
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3. Program Keluarga Harapan dan

Capaian



PKH adalahprogram pemberian

bantuansosialbersyarat

kepadaKeluargakurangmampuyang 

ditetapkanmelaluiBasis Data 

Terpadu(BDT) sebagaikeluarga

penerimamanfaat(KPM)PKH.

Tujuandari PKHadalahsebagai

stimulankeluargakurangmampu

dengankomponenibu

hamil/nifas/anakusiadini untuk

memanfaatkanberbagaifasilitas

layanankesehatan(faskes) dan 

fasilitaslayananpendidikan(fasdik). 

Sejaktahun2016 PKH jugamulai

menambahkan

komponenpenyandangdisabilitas

danlanjutusia.

KPM PKH harusterdaftardanhadirpadafasilitaskesehatandan

pendidikanterdekat. KewajibanKPM PKH di bidangkesehatanmeliputi

pemeriksaankandunganbagiibu hamil, pemberianasupangizidanimunisasi

sertatimbangbadananakbalitadananakprasekolah. Sedangkankewajiban

di bidangpendidikanadalahmendaftarkandan memastikankehadiran

anggotakeluargaPKH ke satuanpendidikansesuaijenjangsekolahdasar

dan menengah, sedangkan untuk komponenkesejahteraansosialyaitu

penyandangdisabilitasdan lanjutusiamulai60 tahun.

DEFINISI

program pemberianbantuansosial

bersyaratkepadaKeluarga

PenerimaManfaat(KPM) yang 

ditetapkansebagaikeluarga

penerimabantuansosialPKH



SebagaiKementeriandenganfungsi

Koordinasi, Sinkronisasidan

Pengendalian, KemenkobidangPMK 

melakukanberbagaiupayadalam

percepatanbansosPKH seperti

rapatkoordinasi, rapattriwulan

sertamonitoring danevaluasi

kebijakanpelaksanaanPKH di 

daerah. 

MelaluifungsiKSP KemenkoPMK 

terus meningkatakancakupan

penerimabansosPKH, kemudian

padatahun2017 penyaluranPKH 

yang disalurkandenganmetode

tunaiyaituPT. POS kemudian

bertransformasimenjadipenyaluran

non tunaiyang dilaksanakanoleh

HimpunanBank Milik Negara 

òHIMBARAó (BNI, BRI, BTN dan

Bank Mandiri). Hal tersebut

dimaksudkanagar bansosPKH 

dapattepatsasarandanjumlahserta

sebagaipermulaanagar masyarakat

kurangmampudapatmengenal

keuanganinklusi. 

Pemerintahtelah menetapkantarget penurunankemiskinanmenjadi7- 8% pada

tahun2019, sebagaimanatertuangdi dalamRPJMN2015-2019. Hasilpenelitianlain

menunjukkanbahwaPKH yangterintegrasidenganberbagaiprogramperlindungan

sosial seperti JKN, Rastara, BPNT dan berbagaiprogram lainnya memberikan

dampak terhadap penurunanangka kemiskinan, yang dibuktikan denganangka

kemiskinanmenjadisatudigit yaitu 10,12 persen2017menjadi9,41 persenMaret

2019.

RUANG LINGKUP

MasyarakatKurangMampu(11% BDT terbawah) dengankomponendalam

keluarga:

Ibu hamil Rp.2.400.000,-

AnakUsia0 s.d6 tahun Rp.2.400.000,-

SD/sederajat Rp.  900.000,-

SMP/sederajat Rp.1.500.000,-

SMA/sederajat Rp.2.000.000,-

Disabilitasberat Rp.2.400.000,-

Lansiadiatas 60 tahun Rp.2.400.000,-



NO LANGKAH PENJELASAN

PKH

1 Pemangkukepentingan

utama

Å Kemensos

Å Pemprov/Pemkab/Pemkot

Å KeluargaKurangMampu

Å Himbara(BNI,BRI,BTN danMandiri)

2 Identifikasikeluaran

utama

Å PelaksanaanPKH dapattepatwaktu, tepatsasarandantepatmanfaat, jugamembantu

KeluargaPenerimamanfaatdapatkeluardari kemiskinansehinggadapatmemutusrantai

kemiskinan

Å MemperkenalkanPerbankankepadaKeluargaKurangMampumelaluibansosnon tunai

3 Identifikasiharapan

pemangkukepentingan

Å PenyaluranbansosPKH dapatterlaksanadenganbaikdanbenarkepada10 juta KPM 

sesuaitarget

Å KebutuhananggaranpenyaluranPKH tahun2019 dapattercukupi

Å Data BDT untuk 10 juta KPM tersediadari Pusdatin

Å Data BDT 10 JutaKPM danAnggaran32,4 T tersediauntuk pelaksanaanPKH dengan

skemanon flat tahun2019

Å Optimalisasipelaksanaandari kemensosdanhimbarasertadukungandari pemdaselaku

pemilikwilayahdalammendukungpelaksanaanProgram KeluargaHarapan(PKH)

4 PenilaianKinerjasaatini Å Kemensosterus mengembangkane-PKH gunamengoptimalisasikanpeksanaanPKH 

Å Pemdaterus melakukanupdate data masyarakatkurangmampumelaluiSIKS-NG yang 

kemudianakandimasukkandalamBDT

Å Himbaramemperkuatsektor fasilitasperbankanuntuk memperlancarpenyaluranPKH 

secaranon tunai

PKH SEBAGAI QUICK WIN



NO LANGKAH PENJELASAN

5 Peningkatan

kinerja

ÅPerubahanskemaflat menjadinon flat denganmeningkatkanindeksbantuanper 

komponen, sehinggapemenuhankewajibanKPM dapatlebihdiperhatikan

ÅSistemInformasiManajemen(SIM) yang semulaberbasisoffline telahdi tingkatkan

menjadie-PKH berbasisandroid yang dapatdiaksespadadaerah3T sekalipun, serta

dilengkapidenganaplikasiyang mendukungpelaksanaanPKH denganskemanon flat 

6 Penyiapan

SumberDaya

ÅKemenkoPMK mempersiapkanAnggaranuntuk pelaksanaanKSP danMonevuntuk

optimalisasiPKH 

ÅKeasdepanjamsostelahmenambah3 orang CPNS untuk memperlancarKSP dengan

K/L terkait

ÅPelaksanaanrapatkoordinasidenganK/L setiapTriwulanuntuk memastikanpelaksanaan

program 

ÅMonevPKH di daerahsebagaiidentifikasimasalahpelaksanaanPKH di daerah

7 Penetapan

Quickwin

ÅMasukdalamPermenkoQW 2019

ÅLaunching



CAPAIAN 2014 - 2019

Sumber: Kemensos, 2019

9.841.270 98,41



KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENGENDALIAN

SebagaimanaarahanPresidenRI bahwapadatahun2019 anggaranPKH meningkatmenjadiRp32,65 Triliun, dengantarget 10 

juta KPM, menggunakanSkemaNon Flat, menindaklanjutihal tersebutKemenkoPMK melaluiRapatTingkat Menteri (RTM) yang 

dipimpinoleh Ibu PuanMaharani selakuMenkoPMK dandihadirioleh MenteriSosialdanMenteriBappenassehinggadisepakati

peningkatanindeks(jumlah) bantuantiap komponenyang diharapkanmemilikidampakyang signifikanterhadappenurunan

angkakemiskinan, bantuansosialPKH padatahun2019 terbagimenjadiduajenisyaituBantuanTetapdanBantuanKomponen

yang diberikandenganketentuansebagaiberikut:

BantuanTetapuntuk SetiapKeluarga

Reguler: Rp. 550.000,-/ keluarga/tahun

PKH AKSES: Rp. 1.000.000,-/ Keluarga/ tahun

BantuanKomponenuntuk SetiapJiwadalam

KeluargaPKH

Ibuhamil : Rp. 2.400.000,-

Anakusiadini: Rp. 2.400.000,-

SD : Rp. 900.000,-

SMP : Rp. 1.500.000,-

SMA : Rp. 2.000.000,-

Disabilitas : Rp. 2.400.000,-

Lanjutusia : Rp. 2.400.000,-

Bantuankomponendiberikanmaksimaluntuk

4 jiwa dalamsatukeluarga.

Sumber: Data  PenyaluranPKH TahapI dan II Tahun2019, Kemensos



Realisasi penyaluran Program 

Keluarga Harapan Tahap IV per 

10 Desember 2019 mencapai 9,8 

juta KPM dengan penyaluran

bansos sudah 100%.

Berbagai dinamika terjadi dalam

pelaksanaannya namun tidak

mengganggu capaian PKH tahun

2019.

Hal penting yang dapat dicapai

sebagai bagian dari capaian besar

PKH adalah bahwa pada tahap IV 

penyalurannya sudah

menggunakan e-PKH.

CAPAIAN PKH 2019

Meskipun dilihat dari jumlah keluarga

PKH tahun 2019 tidak mencapai

target 10 juta KPM dan hanya

terealisasi 9,8 juta KPM, namun dari

aspek komponen didalamnya terjadi

peningkatan bantuan komponen yang 

signifikan khususnya pada komponen

lansia dalam KPM, dari 2,4 juta

menjadi 3,1 juta jiwa lansia dalam

KPM. Sehingga terdapat kekurangan

anggaran untuk memenuhi target 10 

juta KPM. Sebagai informasi bahwa

sebelumnya lansia masuk dalam

bantuan komplementer di luar PKH.

Beberapa permaslahan strategis yang 

ditemui dan dapat diatasi serta

sebagai pembelajaran pelaksanaan

PKH selanjutnya , yaitu : kepastian

tersampaikannya bantuan oleh

HIMBARA dan kesalahan

memasukkan data keluarga miskin

sehingga Kemenko PMK terus

melakukan KSP secara intensif dalam

rangka mngonfirmasi program dapat

òreceiveó tidak hanyaòsentó. 




